FPERATURAN DAERAE PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 8 TAHUN 1991
TERTANG

FENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAR TINGKAT I SUMATEMA SELATAN SEBAGAT SUBSI-

i d.

4.

5.

DI/SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAN DESA VAA KELU RAHAN

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAENAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN b Mﬂ%
m, e
rE

bahwa dalam rangka meningkatkan Xemampuan Pemerintah Daaa“dalam pe=
nyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dila=
kukan upaya peningkatan Pendapatan Desa melalui penyisihan sebagian
hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingcat I Su
matera Selatan kepada Pemerintah Desa ;{m infad, '%‘:;zu\J -

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
mor 43 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi-
Dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kep%a, -
Pemerintah Desa, maka diharapkan tugas~-tugas Pemerintahan Desa®da-

an-

lam Wilayah Propinsi Sumatera Selatan akan lebih b a guna  d:
berhasilguna @%ﬁéﬁ:‘l&v
bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas Penetapan Penyisihan Peneri-
maan Fajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerzh Tingkat I Sumatera Selaw
tan sebagal Subsidi/Sumbangan Kepada Pemerintahan Desa® perlu dia-
tur dan ditetapkan dengan Peraturan Daergh Propinsi Daerah Tingkat-
I Sumatera Selatan, @ Aap Rmepntabin,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tcﬂ?tang Pu]r._nk. -
Pokok Pemerintahan Di Daerah,

Undang-undang ilapublih Indonesia Nomor 25 Tahun 1953 tentarg Tenm
bentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, '

Undang-undang -_'-e;pui:_-lik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin
tahan Desa, . '

Undang-undang Mepublik Indonesig Homor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bzngunan,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil pe
nerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman-
Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan ‘Bagian Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa, -

Peratuvran Menteri Dalam Negeri Momor 4 Tahun 10e- ,c_entgng ?
an Pendapatan Pajak Bumi dan Baﬂm'“rgﬁﬂﬂ lgcjua'" unall a2
Peratura:} Daerah ™ alam HomoT %al‘- Bumi dﬂ%I‘ <eTta

antuan repa ~wuatera Selatan Momor 1
an/ Y I}E.ﬂrﬁ'h_ —garan Penerimaan dan Pengeluaran -
jak :

-~w-aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Momor 3

Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan Penyatuan dan Penghapusan
Desa,



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Hakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Suma-

tera Selatan,

Menetapkan

w/

MEMUTUS X AN :

: FeHATUHAN DAEAAH PHROPINSI DAERAM TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG

FENETAFAN PENTISIHAN PENERIMAAN PAJAX BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAE-
RAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN SEBACAI SUBSIDI/SUMBANG AN PEMERINYAY

wrinal TINCKAL I XiPADA PEMERINTAH DESA.

BaB I
YETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan i

da

b

¢,
d.

=

Gubernur Fepala Daerah adalah Gubernur Xepala Daereh Tingkat I Su-
matera Selatan ;

Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propingi Dasrah Ting
kat I Bumatera Selatan j

Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

Bupati/Walikotamadys Xepala Daerah adalah Bupati/ Walikotamadya Ke-
pala Dagrah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Se
latan § ' '

Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Iabu?a,tenflotam;ﬂgya.
Daerah Ti._ngkat I1 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Sqla,tan;

Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Xotamadya Dasrah Tingkat II da-
lam Fropingi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

Pemerint;ah Desa adalah @
l. Kepala Desa.

2. Lembaga Musyawarah Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk se
bagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat—
Rulum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di-
bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri da
lam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesiaj

A .- T
Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perang-
kat Kelurahan,

Jo Kelurahan adalah sesuatu wilayah yang ditempati oleh <e-
Jumlah penduduk yang mempunyai pemerintahan terendah -

langsung dibawah Camat yang tidak terhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri.
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Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Xeuangan Desa (APPED) yang di-
sebut juga Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari-
pada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan
dan diterjemahkan dalam angka~angka rupiah, disatu pihak mengandung

perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan-
batas tertinggi pengeluaran Xeuangan Desa.

BAB II

BESAMNY A PEMYISIHAN PENFRIMAAN PAJAX BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAM TINGKAT I UNTUK
PEMERINTAN DESA

Pasa] 2

(1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I tahun-

yang bersangkutan disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) se-

bagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Peme-
rintah Desa,



. igi i j bagian Daerah Tingkat I

2) Penyisihan penerimaan Fajak Bumi_d.?n Bangunan

@) sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dan dicantumka.nd‘dalam-
inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {A‘PBD} Tingkat I yang ]Jiangﬁ
kan pada Pengeluaran lutin (Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Dae
bawahan) .

Pasal 3 Jar w&rﬂtg"“"’

v .
(1) Besarnya bagian masing-masing Desa dari Subsidi/Sumbangan Daerah Ting.
kat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daersh =
ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Xepala Daerah;

(2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mem_p_g{_tj_'.“i:.'---‘——'#;éh‘[ -
hal sebagai berikut : e tia pengmfg e
a. kelancaran pemr-> dan Kelur ang telz
‘ an wntls DO9% o el ur yane
i Dega G2
g bagd i

= 5. pemerata
perangsal
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BAR III

TATA CARA PENYALURAN PENERIMAAN DN
PENGGUNAAN

Pasal 4

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Da
erah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. '

Pasal 5"

(1) Penerimaan dan penggunaan dana sebagiimany dimakeud dalan
Pagal 3 Peraturan Daerah ini untuk Deea harus dicafitumkan
dalam APPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Desa gedang=
kan Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan yang -
ditetapkan dengan Keputusan Kepala_ Kelurahan.

(2) Dana gebagaim dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah-
ini sema a—ma%a, dipergunakan untulaé penjsrelenggarg.nan %gmg%in-
tahan dan pembangunan yafg untuk Desa tercermin dalam APPKD
tahun yang bersangkutan gedangkan untuk Kelurahan tercermin
dalam Anggeraii Kelvrahan tahun yang bersangkutan,

(3) Keputusan Desa dan Keéputusan I{e;ala: Kelurahan yaneg c’fimuk..

gud ayat (1) Pasal ind dapat dilaksanakan setelah meddapat
pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang -
bersangkutan.

FERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- - Eng- 1
) pazan meloksanakan kerd . 1 yang ‘cnermftaung:?:é_.l %e%iigtgran-
S om melakeanaken KEEST i ud dalan B2l 0 ada BuDa
(2) Datar  dana_se 2B rahan bertanggine JEely on melalui-
ni Kepala. e rah yang pe ow GSyawarah—
Dﬁra%ijﬁntama@a Kepala D2e
£4/Wa !

. w—-wv xepada Bupati/ Walikotamadya Xepala Daerah b
Ama b seutan melalui Camat, P e e

Pasal 7
Fengawasan terhadap kegiatan
maksud dalam Fasal % ayat (1)
Wwalikotamadya Xepalas Daerah. at

Yang berhubungan dengan dana sebagaimana di-
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati/
au Pejabat lain yang ditunjuk,
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BAB V
LETENTUAN PENUTUP
Paszal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannye.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berten
tangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
dgar setlap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peratur-
an Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I Sumatera Selatan,-

- PALEMBANG, 10J4NUAKT 1991,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DATI | SUM.SEL. SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto dto

H. ZAINAL ABIDIN NING H. RAMLI HASAN BASRI
DISAHE AN
BENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM WEGERT

TANGGAL. .1 wBw) §01, NOMOR .973.240+26«810

BIREIZTGR_&T JEMDERAL FEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIHEXIUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

cap/dto

(_DRS,MOHD, DLADJAD )

DIUNDAXGIXAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR.. ..., i~ DAHUN. .91 . .SERTE. . B... ...
TMAL !...5: i - -n: ﬁl;w LN ]

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063




